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NOMOR : GIXlffl.061HKJ2015
 

TENTANG
 

PEMBAHARUANPENETAPANLOKASIUNTUKKEPERLUANPEMBANGUNAN
 
INTERKONEKSI TENAGA LISTRIK SUMATERA - JAWA DI PROVINSI
 

LAMPUNG
 

GUBERNUR LAMPUNG
 

Membaca	 Surat General Manager PT. PLN (Persero) Nomor
 
054fKON.00.03/UW IV/2015 perihal Pembabaman lzin Penetapan
 
Lokasi
 

Menimbang a.	 babwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Interkoneksi
 
Tenaga Listrik Sumatera - Jawa di Provinsi Lampung, maka perlu
 
menyediakan tanab untuk keperluan pembangunan tersebut;
 

b.	 babwa lokasi pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera­
Jawa di Provinsi Lampung tersebut diatas melintasi wilayah 
Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten 
Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten 
Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan; 

c.	 bahwa sehubungan dengan maksud hurup a tersebnt diatas, maka 
untuk mendukung kelancaran pelaksanaannya, perlu ditetapkan 
lokasi untuk pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera ­
Jawa di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan 
Gubemur Lampung; 

Mengingal 1.	 Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1960 tentang Peraturan Dasar
 
Pokok-Pokok Agraria;
 

2. Undang-Undang	 Nomor 42 Taboo 1999 tentang Kehutanan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2004; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014; 

4.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jalan; 

5. Undang-Undang	 Nomor 25 Tabun 2007 tentang Penanaman 
Modal; 

6.	 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

7.	 Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2009 tentang Ketcnagalistrikan; 
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Memperhatikan 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang	 Pengadaan Tanah 
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Pengelolaan 
dan Pemberdayaan Tanah-Tanah Terlantar; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Penatagunaan 
Tanah; 

J 1.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Mili!.. Negarn/Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2008; 

12.Peratnran Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006tentang Jalan; 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah KabupatenIKota; 

14.PeralllrdJl Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomoe 71 Tahun 20 [2 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pernbaugunan Untuk Kepentingan Umum; 

i 5.Peraturnn Menteri Negara Agraria/Kcpala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 2 Tahun 1999 ten tang Izin Lokasi; 

16.Peraturan Menteri Pekerjaan Urnurn Nomor 20fPRT/M/2010 
tentang Pedoman Pernanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian 
Jatan; 

17.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-1I/2011 tentang 
Pedornan Pinjam Pakai Kawasan Hutan; 

18.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor2 Tahun 2011 
tentang Pedornan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalarn 
Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan 
Penggunaan Tanah; 

19.Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 1 Tahun 20 I0 tentang 
Reneana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 
2009 sampai dengan Tahull 2029; 

1.	 Risalah Rapat Evaluasi Kerja Tim Verifikasi Interkoneksi Tenaga 
Listrik Sumatera - Jawa dan Pembahasan Surat Gubemur Lampung 
tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tanggal 8 Maret 2012; 

2.	 Rekornendasi Izin Penetapan l.okasi dari 
a.	 Bupati Lampung Tengah Nomor 540/1724/0.17/2011 Tanggal 

30 Desember 2011; 
b. Bupati Tulang Bawang Barat	 Nomor 600/05/II.03/TBB/2012 

Tanggal 4 Jauuari 2012; 
e.	 Bupati Tulang Bawaug Nomor 6711337/EK-VII/TB/2011 

Tanggal 19 Desember 2011; 
d.	 Bupati Lampung Timur Nomor 800/510/08/SKl2011 Tanggal 

22 Desember 201 I; 
e.	 Bupati Larnpung Selatan Nomor 671/4473/11.08/2011 Tangga! 

16 Desember 2011; 
f.	 Pejabat Bupati Mesuji Nomor 540/ 1402/H.1O/MSJ/W20 II 

tanggal30November201 I; 



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

3. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam raugka Peuerbltan 
Izin Penetapan Lokasi dari KepaJa Badan Pertanahan Nasional 
Provinsi Larnpung Nomor 01/PTP-IPL.13/11/20J2 tanggal 15 
Fenruari 2012; 

MEMLITLISKAN 

KbPUTUSAN GUBbRNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI 
lINTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN INTERKONEKSI 
TENAGA LISTRIK SUMATERA-JAWA Dr PRo\1NSI 
LAMPUNG. 

Memberikan persetuiuan Penetapan Lokasi seluas ± 39627 Ha untuk 
keperluan Pembangunan Jnterkoneksi Tenaga Listrik Sumatera - Jawa 
di Provinsi Lampung kepada PT. PLN (Persero). 

Penetapan Lokasi sebagaimana pada Diktum Kesatu rueliputi Wilayah 
Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang 
Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung 
Timur dan Kabupaten Lampung Selatan dengan peta Penetapan Lokasi 
dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung 
sebagaimana tereantum dalarn Lampiran Kepntusan Gubemur ini. 

Dalam pelaksanaan Pembangunan Interkoneksi Tennga Listrik 
Sumatera - Jawa di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksnd pada 
Diktum kesatu, PT. PLN (Persero) diwajibkan untuk memenuhi 
ketentuau-ketentuan sebagai berikut: 

a.	 rnelakukan inventarisasi pemilik dan penguasaan tanah bersama 
instansi terkait: 

b.	 membebaskan tanah dalam areal penetapan lokasi dan hak dan 
kepenlinganpihak lain dengan earn jual beli, pemberian ganti rugi 
atau earn Jain sesuai ketentuan pcrundaug-undaugan yang berlaku; 

e.	 melakukan pembabasan tanalt yang oleh karena penetapan lokasi 
mcngakibatkan nilai tanah sebagian atau selurult mcnjadi tidak 
ekonomis atau produktif; 

d.	 mcnyeJesaikan sornua pcrizinan yang menjadi syarat Pcmbangunan 
Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera - Jaws sesuai ketentuan 
peraturanperundang-undangan yang berlaku; 

e.	 sebelum tanan yang bersangkutan dibebaskan, maka semua hak dan 
kepentingan pihak lain yang sudah ada di atas tanah yang 
bersangkutan tidak berkurang dan temp diakui; 

f.	 tidak melakukan pembukaan lahan dcngan eara pembakaran 
dan/atau hal lain yang menggangu kelestarian Iingkungan; 

g.	 rnelaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur 
Lampung dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
Proviusi Lampung serta instansi terkait lairmya mengenai perolehan 
tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan penetapan lokasi dan 
pelaksanaan penggunaan tanalt; 

h.	 untuk tanah yang sudah diperoleh, wajib diajukan permohonan hak 
tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi 
Lampung; 

i.	 memanfaatkan Tenaga Kerja seternpat/daerah sesuai kebutuhan dan 
keterampilan; dan 



J.	 pelaksanau pengawasan pembangunan Intcrkoneksi Tenaga Listrik 
Sumatera - Jawa ini hams rnelibatkan Dinas/Instansi terkait. 

KEEMPAT	 Penetapan lokasi sehagaimana dirnaksud pada Diktum Kesatu, batal 
derni hukum apabila: 

a.	 lerjadi peruhahan uhjek dan penggnnaannya tidak sesuai dengan 
penetapan lokasi yang diajukan; 

h.	 syarat dan ketentuan sebagaimaaana dimaksud pada Diktum Ketiga 
tidak dipcnuhi; dan 

e.	 dalam jangka waktu 3 (tiga) tabun dalam pengadaan tanah 
pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera - Jawa bel urn 
dilaksanakan. 

KELIMA	 Penetapan lokasi sebagaiman dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan 
untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 
ditelapkannya Keputusan in; sarnpai dengan tahun 2017. 

KEENAM	 Keputusan ini mulai belaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari temyata terdapart kekeliruan dalam Keputusan 
ini akan diadakan pemhetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
Pada tanggal Mei 2015 

GUBERNURLAMPUNG 

M. 

Tembusan: 
I.	 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2.	 Menler; Kehutana» RI di Jakarta; 
3.	 Kepala Badan Pertonaban Nasional di Jakarta; 
4.	 Bupall Lampung Selatan di Kalianda; 
5.	 Bupati Lampung Tengab di Gunung Sugib 
6.	 Bupali Tulang Rawang di Menggala; 
7.	 Bupali Tulang Bawang Barat di Paaaragan 
8.	 Bupati Mesuji di Mesuji; 
9.	 Bupati Lampung Timur di Sukadana; 
10. Kepala Kanter Wilayab BPN Prvinsi Lampung di Bandar Lampung; 
I I. Kepal Bappeda Proviusi Lampung di TeJukbetung; 
12. Kepala BPM dan PPTD Provinsi Lampung di Bandar lampung; 
13.Kepala Dinas Pertombangau danEnergi Provinsi Lampung di Telukbelung 
14.Kepala Dinas Kehutanau Provinsi Lampung di Telukbetung 
15. Kepala Dinas Bina Marga Prevlnsl Lampung di Telukbetong; 
16. Kepala Badan Pengendalian Lingkungao Hidup daerab Provlnsi Lampung di Bandar Lampung 



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR lAMPUNG 
NOMOR 
TANGGAl 

PETA IZIN PENETAPAN lOllASl
 
PT. PLN lPe.....,,) UIP IV1011...on Interkoneksi Sumatera lowo
 

SKAlA1 : 1.100.000 

Me. • 11J.II',............ 
r' 

f h/-~\o1'~~ 

'OO'3O'O'E 

PClUnjuk L.:taJ.: Lokul 

+
u 

~ l"lOV.MIIIlE. 

'I.... ~ 

~T~ 
,~ 

/!l'ClnT,ollll' 

I 

Keterangan 
_ gercana JaringanEkstraTinggi 

Batas Kabupatl!n 

--=--- JalurKereta Api PT. kAl 
Jatan Aspal 

--; Sungai 

c=:J xab. Mesuji 
c:::J Kab.TulangBawang Barat 
_ Kab.Tulang Bawang 
_ kab. Lampung Tengan 

c:::J Kab.Lampung Timur 
_ Kab.LampungSelatan 

Dtsetujui Oleh: 

GU4l~ 
I 

M. HOL __~_~_-------l 


